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BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOTO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 23.A lKwsl t /2A23

TENTAN6

PENUNJUKAN KOORDINATORIKEPATA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN {BPP}
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdayaguna kegiatan

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Halmehera Barat Tahun 7023, maka dipandang

perlu menunjuk Kepala/Koordinator Kepala Balai Penyuluhan Pertanian {BPP}

pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun

2023;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap

cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator/Kepala
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian iBPP), pada Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera BaratTahun 2023;

t. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 darurat tahun L957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat ll dalam Walayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-

undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
y^L,,^^+^- ll^l*-L^-^ T:*,,- l^^ l/^+^ Ti-J^-^ l/^^,.1^,.-- .J: n-^,,:^^: nr-1,.1,'lnoUtlljdteil ndlliiciileici I llllUl Lldll l\ULd liUUl e NCPL/ldUcill r-ll l-iUViii5i ivioitlaru

Utara;
5. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Nlegara;

6. Undang-undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 201-4 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

10. Undang-undang Nomor l" Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
,.-l^-- tt^*^- {1 T^L.,^ 1n{a r^^+^^^ h^*L^-+..1.^- h^-^s..-^^ h^-..^l^^-utrudtrE, r!LrrilrJr lL ldllull zul-J- LtrltLdliE r'clliucllLui\<iii r-cloLurciii rcluiiucillE-

undangan;

12. Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pen':erintah Nomai" LZ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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L4. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 lentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

2423;
i7. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nonror 20 Tahun 202L tentarrg Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 20L6 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anpoeran 7O7?''"'oo-'

MEMUTUSKAN

Menunjuk Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023,

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan Membina BPP dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Perr-rndang-unclangan;

2. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan serta

Membimbing Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat WKPP;

3. Melakukan Kerjasama Penyuluhan dengan Lennbaga lnstansi atau Organisasi

lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas;

4. Melaksanakan Kegiatan Penyulr:han Berdasarkan Programa Penyr:!r:han

Perta n ia n;

5. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang dibarikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

Tugas dan Fungsinya.

Para Koordinator/Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam melasanakan

tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jailolo

7 JAN

15.

L6.

BUPATI

Rt 2023

BARAT,

L. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,

3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Joilolo,

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

6. lnspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat diJailolo,
7. Camat se - Kabupaten Halmahera Barat rnasing-masing di Tempa{.

8. Yang Sersangkutan untuk diketahui den dilaksanakan.

JAMES UANG
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